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ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan
Hukum Bagi Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort
Prabumulih. Rumusan Masalah pada penulisan skripsi ini adalah 1. Bagaimana
Upaya Pemenubhan Hak Memperoleh Bantuan Hukum Bagi Tersangka
Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih? dan 2. Apa Saja Faktor
Yang Mempengaruhi Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi
Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih? Jenis
penelitian dalam skripsi ini adalah empiris dengan pendekatan perundang-
undangan (stafue approach) dan pendekatan sosial (social approach) Hasil
penelitian ini menunjukan Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
Bagi Tersangka Penyalahguna Narkotika di Kepolisian Resort Prabumulih sudah
terlaksana dan Polres Prabumulih juga telah memberikan Hak Bantuan Hukum
kepada berupa penyediaan bantuan hukum gratis kepada tersangka. Di sisi lain juga
terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Upaya dan Pelaksanaan Hak
Mendapatkan Bantuan Hukum di Polres Prabumulih seperti faktor penghambat
masih ada tersangka yang tidak mengerti baik tentang Hukum dan faktor
pendukungnya berupa Kkesiapan pelaksanakan bantuan hukum dari pibak
kepolisian.

Kata Kunci : Bantuan Hukum, Narkotika
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah
membuat aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang
berdasarkan hukum yang bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban, dan
konsekuensi dari hal tersebut adalah segala perbuatan dan tingkah laku dari
masyarakat harus sesuai serta sejalan dengan nilai hukum yang berlaku.?
Semakin berkembangnya zaman, masalah kejahatan tindak pidana di Indonesia
semakin meningkat dan menjadi semakin mengkhawatirkan. Salah satu
permasalahan tindak pidana yang sampai saat ini masih sering terjadi dan sulit
untuk diberantas di Indonesia adalah Narkotika.?

Penyalahgunaan narkotika sendiri sudah cukup mendesak yang kemudian
mendorong untuk terciptanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, lalu
disempurnakan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang
Narkotika, kemudian mengalami perubahan kembali yang disahkannya

Undang-Undang Nomor 35 Tentang Narkotika pada 14 Desember 2009.3

! Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum
Pidana Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, him 78

2 0.C. Kaligis, Soedjono Diijosiworo, 2008, Narkoba dan Peradilannya, O.C. Kaligis
&Associates, Jakarta, him 5

8 Krido Daru Adwiria dan Ridwan, Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi
Sumatera Selatan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika,



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan
penjelasan bahwa setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan
sanksi pidana, sehingga penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai
pelaku tindak pidana narkotika. Perlu dipahami bahwa permasalahan
penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Oleh
karena itu dibutuhkan upaya serta dukungan dari semua pihak unutk dapat
tercapainya tujuan yang diharapkan. Karena pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini sangat diperlukan partisipasi dari
semua pihak baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, lingkungan
masyarakat, guru disekolah hingga keluarga. Sebab masalah tersebut tidak
dapat hilang dengan sendirinya meskipun sudah ada peraturan perundang-
undangan yang mengaturnya dengan disertai sanksi yang keras.*

Penegakan hukum terkait narkotika dikatakan berhasil dan efektif
ditentukan oleh faktor penerapan sanksi serta teknik penyelidikan dan
penyidikan yang baik. Sanksi pidana memiliki fungsi detterence effect (efek
jera) bagi setiap pelaku tindak pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan pidana
penjara minimum maupun ancaman maksimal pidana penjara hingga 20 (dua
puluh) tahun penjara hingga yang terberat dikategorikan tindak pidana

narkotika yang diancam dengan pidana mati.> Dengna adanya sanksi

Jurnal limiah limu Hukum, 20 Februari 2020, him 2,
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/582/355, Diakses pada 26 Oktober 2022,
pukul 20.00 WIB

4 Ibid, him 3

5 Riki Afrizal, Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika melalui Pengusutan
Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pengedar Narkotika, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas



http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/582/355

pemidanaan adalah untuk mencegah dan memperbaiki terpidana, selain untuk
mempertahankan tata tertib hukum. Sedangkan pidana mati bertujuan sebagai
pembalasan ataupun pembelajaran untuk masyarakat agar jera dan tidak
mengulangi maupun meniru tindakan yang melanggar hukum.®

Pada Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika telah mengatur mengenai siapa saja yang dapat dikenakan pidana
dan denda yang harus ditanggung oleh penyalahguna narkotika atau bisa
disebut pelaku tindak pidana narkotika. Pada masyarakat awam pada umumya
masih banyak yang berfikir bahwa hukuman yang dikenakan pada pelaku
tindak pidana narkotika itu sama dan dalam undang-undang narkotika juga
tidak membedakan tersangka tindak pidana narkotika berserta sanksi yang
berbeda. ’

Seorang tersangka dalam proses perkara pidana akan berhadapan dengan
negara melalui aparat penegak hukumnya, Van Bammelen menggambarkan
seolah-olah hal tersebut merupakan suatu pertarungan, sehingga ia mengatakan

“garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan

Hukum Universitas Sriwijaya, 1 Juni 2020, him 4,
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/416/307, Diakses pada 23
Februari 2023, pukul 19.30 WIB
5 Henny Yuningsih dan Vera Novianty, Pidana Mati Sebagai Ultimum Remedium Dalam
Upaya Penegakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Narkotika, Sriwijaya Law Conference, 2015,
him 7, http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/774/276, Diakses pada 23
Februari 2023, pukul 19.30 WIB
" Barda Nawawi Arief, 2007, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana
Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, him. 188.



http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/416/307
http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/774/276

terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang
pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan
bahwa seseorang yang diduga terlibat pada suatu tindak pidana, tetap memiliki
hak-hak yang wajib di junjung dan dilindungi. KUHAP memberikan
perlindungan terhadap hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang
yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana kedudukannya sama dengan
orang lain menurut hukum. Maka dengan adanya perlindungan hak-hak pada
diri tersangka dapat memberikan jaminan dan dapat menghindarkan tersangka
dari tindakan sewenang-wenang penyidik selama proses penyidikan.

Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat mengartikan Bantuan Hukum bahwa “bantuan hukum adalah jasa
hukum yang diberikan advokat secara gratis atau cuma-cuma kepada Kklien
yang tidak mampu”. Sedangkan pengertian Jasa Hukum dijelaskan dalam Pasal
1 Ayat (2) yaitu “Jasa Hukum yang diberikan advokat berupa memberikan
konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili atau
mendampingi membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk
kepentingan hukum klien.®

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat dan KUHP, Bantuan Hukum juga diatur dalam Undang-Undang

8 Erni Widhayanti, 1998, Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP, Liberty,
Yogyakarta, him. 34

9 M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar
Grafika, Jakarta, him. 323



Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71 yang menyebutkan
bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi,
menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.*®

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
menjelaskan Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi
bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum dan
bantuan yang diberika kepada masyarakat yang kurang mampu/miskin.
Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum
berdasarkan Undang-Undang.!

Dengan adanya perlindungan dan hak-hak tersangka pada diri tersangka,
akan memberikan kepastian yang mencegah tersangka dari tindakan sewenang-
wenang penyidik selama proses penyidikan. Diharapkan dengan Bantuan
Hukum dapat mencegah tindakan yang tidak adil bagi tersangka khususnya
yang berasal dari golongan masyarakat kurang mampu atau miskin. Tersangka
diharapkan terlindungi haknya untuk melaksanakan tuntutan hukumnya.
Bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma memiliki dasar hukum yang
kuat, yaitu termuat dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 57 KUHAP antara lain

mencakup:

10 1bid
1 1bid, him. 188



Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari
seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap
tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP)

Bagi tersangka yang melakukan tindak pidana yang diancam hukuman
lebih dari 5 (lima) tahun tidak mampu berhak mendapatkan bantuan
hukum secara cuma-cuma.

Untuk mendapatkan penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka
atau terdakwa berhakk memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55
KUHAP)

Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima
belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam
dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat
hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat
pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum
bagi mereka (Pasal 56 ayat (1) KUHAP)

Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma
(Pasal 56 ayat (2) KUHAP)

Tersangka yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat

hukumnya (Pasal 57 ayat (1) KUHAP)



7. Tersangka yang dikenakan penahanan berkebangsaan asing berhak
menghubungi perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkara
(Pasal 57 ayat (2) KUHAP)

Kota Prabumulih merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Selatan
yang tingkat kejahatan narkotikanya sangat tinggi. Bahkan pada tahun 2021
lebih dari 50 (lima puluh) kasus tindak pidana narkotika terjadi di Kota
Prabumulih. Melihat hal itu maka upaya pemenuhan hak mendapatkan bantuan
hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika juga harus diperhatikan dengan
banyaknya kasus yang ada. Pada tahun 2021 tercatat kurang lebih 50 (lima
puluh) pelaku tindak pidana narkotika mendapatkan bantuan hukum di polres
prabumulih pada tingkat penyidikan.?

Berikut adalah jumlah Kasus Tindak Pidana Narkotika di beberapa

Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan:

Tabel 1
Tahun
No. Kota
2021 2022
1. Prabumulih 109 91
2. Muara Enim 131 126
3. | Palembang 94 91

Sumber: humas.polri.go.id

12 Wawancara dengan Advokat Wahyu Bin Mugi S.H., Anggota Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Satria Hukum Prabumulih, tanggal 7 Oktober 2022, di Rumah Narasumber



Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan
guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan
bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasehat hukum selama dalam
waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang telah diatur
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).3

Upaya pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka tindak
pidana penyalahgunaan narkotika, kepolisian memiliki peran dan tanggung
jawab yang sangat besar demi menjaga keamanan serta stabilitas Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi realita tidak sesuai dengan apa yang
diharapkan karena hak bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana
narkotika yang menjadi pelaku tindak pidana maka, berdasarkan hal tersebut
di atas penulis tertarik untuk melalukan kajian secara mendalam dalam bentuk
skripsi dengan mengangkat judul “UPAYA PEMENUHAN HAK
MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM BAGI TERSANGKA TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT

PRABUMULIH”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
untuk memfokuskan penelitian skripsi ini, permasalahan yang akan diangkat

dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

13 M. Yahya Harahap, Op.Cit, him 135



a. Bagaimana upaya pemenuhan hak memperoleh bantuan hukum bagi
Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kepolisian Resort
Prabumulih?

b. Apa saja faktor yang mempengaruhi Upaya Pemenuhan Hak Bantuan
Hukum bagi Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di

Kepolisian Resort Prabumulih?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuandari penulisan
skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pemenuhan hak bantuan
hukum bagi Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di
Polres Prabumulih.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai hambatan dalam pelaksaan
hak bantuan hukum kepada Tersangka Tindak Pidana Penyalahgunaan

Narkotika di Polres Prabumulih.

D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah menjabarkan seberapa jauh kegunaan
dan kontribusi hasil dari suatu penelitian, suatu penelitian diharapkan dapat

memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Berdasarkan tujuan penelitian yang
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telah dijelaskan diatas, penulisan skripsi ini mempunyai dua manfaat yaitu

secara teoritis dan praktis.*

1. Secara Teoritis

1)

2)

Dengan dikakukannya penelitian ini diharapkan bisa memberi
manfaat dan mampu mengembangkan pengetahuan dan memperluas
wawasan berpikir dalam bidang ilmu hukum, khususnya
pengembangan dalam kajian di bidang ilmu hukum pidana bagi
penulis serta para pembaca mengenai pemasalahan yang diangkat
dalam penulisan skripsi ini. Dan dapat memberikan pemberian
berupa pemikiran bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian
lebih lanjut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
pengetahuan bagi masyarakat dan dunia Pendidikan untuk

perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan,

2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan

dan wawasan berpikir dan dapat menjadi salah satu sumber acuan untuk

aparat penegak hukum mengenai permasalahan upaya pemenuhan hak

bantuan hukum kepada tersangka tindak pidana penyalahgunaan

15

14 W. Gulo, 2002, Metodologi Penelitian, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, him
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narkotika sehingga dapat terciptanya penegakan hukum yang efektif

untuk mengatasi permasalahan tindak pidana narkotika.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini merupakan penelitian dalam
kajian bidang hukum pidana. Penelitian ini ditinjau dari perspektif kriminologi
dengan berfokus mengenai apa saja yang mendorong seseorang dalam
pemberian hak bantuan hukum dan upaya pemberian hak bantuan hukum
kepada tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Polres
Prabumulih (Studi Kasus di Kota Prabumulih), serta bagaimana cara kepolisian
menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh oknum sesama anggota
kepolisian. Maka untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berdasarkan
judul dan latar belakang diatas, maka ruang lingkup dari penelitian dalam

penulisan skripsi ini terbatas di Wilayah Kepolisian Resor Prabumulih.

F. Kerangka Teori
Kerangka teori sebagai alat dan instrument dalam menganalisis suatu
permasalahan penelitian dengan menggunakan teori dan sesuai bidang disiplin
ilmu yang dianalisis.’®> Maka dari itu teori dalam penulisan skripsi ini adalah

Teori Penegakan Hukum dan Teori Keadilan

15 Mahliar Madjid, Dkk, Modul 1, 2008, Penelitian Substansi Rancangan Undang-Undang,
ISBN, Jakarta, him 13.
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1) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Bahasa Inggris disebut law enforcement
atau dalam Bahasa Belanda handhaving adalah suatu proses untuk
mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan. Tujuan-tujuan
hukum maksudnya adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang
yang kemudian dirumuskan pada peraturan hukum. Fokus dari penegakan
hukum adalah keselarasan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan
dalam kaidah-kaidah yang kemudian berwujudkan perilaku sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.®

Soerjono Soekanto, menjelaskan pengertian penegakan hukum yaitu
kegiatan dengan menyelaraskan antara hubungan dengan nilai-nilai yang
dijabarkan dalam kaidah-kaidah di masyarakat serta sikap tindak sebagai
penjabaran nilai yang memiliki tujuan untuk menciptakan kedamaian
dalam pegaualan hidup di masyarakat.'’

Menurut Jimly Asshiddigie mengemukakan pengertian penegakan
hukum, yaitu proses atau upaya dilakukannya agar norma-norma hukum

sebagai pedoman perilaku dalam kaitan-kaitan hukum dikehidupan

16 Vivi Ariyanti, Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidan Indonesia,
Jurnal Yuridis Volume 6 Nomor 2, Desember 2019, him 9-10,
https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/0, Diakses pada 22 September 2022,
pukul 23.30 WIB

17 Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, him 53



https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/789/0
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bermasyarakat dan bernegara dapat ditegakkan serta berfungsi dengan

baik.'8

2) Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia adil memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak
berat sebelah. Adil mengandung pengertian bahwa suatu keputusan dan
tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.!® Keadilan adalah hal-hal
yang berkenaan dengan suatu sikap dan tindakan didalam hubungan antar
manusia yang memuat tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat
memperlakukan sesuai kewajibannya.?’ Menurut Aristoteles, keadilan
adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga
sedikit yang dapat diartikan adalah memberikan sesuatu kepada setiap
orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya, contohnya hak
untuk hidup, hak untuk memilih agama atau kepercayaan, hak
mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memiliki sesuatu,

hak mengeluarkan pendapat, dan lain-lain.?*

18 Moho Hasaziduhu, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum,
Keadilan Dan Kemanfaatan, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019, him 4,
https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349, Diakses pada 10 Oktober
2022, pukul 00.25 WIB

19 M. Agus Santoso, 2014, Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk.
Kedua, Kencana, Jakarta, him. 85.

20 John Rawls, 2006, A Theory of Justice Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, him

26
2 1bid


https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/349
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Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua, yaitu keadilan
distributif dan keadilan komulatif. Keadilan distributif berfokus pada
distribusi, honor, kekayaan, ataupun barang-barang lain dimana
masyarakat sama-sama bisa mendapatkannya. Distribusi kekayaan dan
barang berharga adalah berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan
masyarakat. Distrubusi yang adil adalah distribusi yang sesuai dengan nilai
kebaiknnya bagi masyarakat. Sedangkan keadilan komulatif adalah
keadilan yang memberikan sama banyaknya atau proporsional kepada
setiap individu tanpa ada yang membeda-bedakan. Keadilan komulatif
memiliki tujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat serta
kesejahteraan umum,?2

Ada beberapa pandangan lain menurut beberapa filosof dunia
mengenai keadilan. Menurut Ulpianus mengakatakn keadilan merupakan
sebuah kemauan yang bersifat tetap dan akan terus ada untuk memberikan
kepada setiap individua apa yang seharusnya untuknya. Kemudian
menurut Harbert Spenser memberikan pernyataan bahwa keadilan adalah
kebijakan yang memberikan hasil, dimana setiap individu akan

mendapatkan apa yang telah menjadi bagiannya.?® Sedangkan menurut

22 Ana Suheri, Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Prespektif Hukum
Nasional,  Jurnal Morality,  Volume 4  Nomor 1, Juni 2018, him 3,
https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67, Diakses pada 22 September 2022,
pukul 22.30 WIB

2 Amin Subhan, Keadilan Dalam Perpsfektif Filsafat Hukum Terdahap Masyarakat,
Jurnal, Volume 8 Nomor 1, Januari 2019, him 6,
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0, Diakses pada 10 Oktober
2022, pukul 01.00 WIB



https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/67
https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/view/1997/0
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Thomas Aquinas, keadilan adalah salah satu dari empat keutamaan pokok
dalam hidup selain kesederhanaan, keteguhan, dan kebijaksanaan.
Keutamaan didefinisikan sebagai sikap hati yang kuat untuk melakukan
kebaikan dan menolak segala bentuk keburukan maupun kejahatan.
Keutamaan dilakukan untuk kebaikan yang akan berujung dan

berhubungan dengan keadilan.?*

G. Metode Penelitian

Riset atau penelitian adalah kegiatan ilmiah yang sistematis, berarah serta
memiliki tujuan tertentu. Data atau informasi yang dikumpulkan dalam
penelitian haruslah signifikan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan
kata lain data yang dikumpulkan tersebut berkaitan, mengena dan tepat.?®
Sedangkan metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk
mengumpulkan data terkait penelitian yang akan dibandingkan dengan standar
ukuran yang telah ditentukan.?®

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada
metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan guna

mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisnya. 2’

2 Adhlhiyat Zakki, Achmand, Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian
Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls, Jurnal Hukum, VVolume 2 Nomor
2, 2019, him 10-11, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/102/32, Diakses pada
10 Oktober 2022, Pukul 08.00 WIB

% Kartini Kartono dan Marzuki, Metodologi Penelitian, Ull Press, Yogyakarta, him. 55

% Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta,
Jakarta, hIm. 126

27 Soejono Soekanto, 2019, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (Ul Press),
Jakarta, him. 43
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Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian
hukum yang melihat hukum sebagai suatu fakta yang terjadi di tengah
masyarakat.?® Penelitian hukum empiris betitik pangkal pada
permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan,
kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.?® Penelitian hukum empiris pada penelitian ini sendiri adalah

penelitian terhadap efektivitas hukum.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dapat digunakan pada penelitian ini
adalah pendekatan Perundang-Undangnan (statute approach) dan
Pendekatan Sosial (Social Approach). Pendekatan Perundang-Undangan
(statute approach) adalah pendekatan yang digunakan dengan cara
menelaah serta mempelajari peraturan Perundang-undangan dan ordinansi
yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika digunakan sebagai pendekatan

perundang-undangan dalam penelitian ini, pendekatan sosial (social

28 Zainudin Ali, 2009, Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 105

29 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2013, him. 39

30 1bid, him. 42
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approach) Pendekatan Sosial merupakan suatu pendekatan yang
digunakan untuk menjalin hubungan dan menciptakan partisipasi dari

masyarakat.3!

Sumber Data
Sumber data yang digunakan pada penilitian ini meliputi sumber data

primer dan dumber data sekunder:

a. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara
langsung dari sumber pertama, yaitu meliputi wawancara, observasi,
dan alat lainnya dengan instansi yang berkaitan.®> Data yang
didapatkan dari para pihak yang terkait pada penelitian langsung di
lapangan yaitu di Kepolisian Resort Kota Prabumulih, mengangkat
upaya pemenuhan hak mendapatkan bantuan hukum kepada tersangka
tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian yang
diperoleh dengan cara kegiatan wawancara dengan pihak Kepolisian
Resor Kota Prabumulih yang mengetahui masalah dalam penelitian

ini.

31 peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Penedia Media Group, Jakarta, him
11
32 Soejono Soekanto, Op.Cit, him. 11
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b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang meliputi dokumen-dokumen
resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian,
dan lain sebagainya.®
Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang
mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan
perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan
permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sehubungan
dengan itu bahan hukum primer yang digunakan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)
c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia
d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia
e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

f.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¥ 1bid, him. 11
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g. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum

2) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum yang meliputi informasi yang
dapat dijelaskan mengenai hukum primer. Bahan hukum primer
diantaranya buku-buku tentang hukum, jurnal hukum,
ensiklopedia hukum serta data-data yang berasal dari internet

yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3) Bahan Hukun Tersier
Adalah bahan yang memberikan informasi mengenai bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus umum,
kamus hukum dan majalah hukum yang di dalamnya memuat

informasi yang signifikan dengan objek penelitian.

4. Lokasi Penelitian
Upaya Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Polres Prabumulih di Kepolisian
Resort Kota Prabumulih pada tahun 2021 sampai dengan 2022, dengan
batas wilayah penelitian yang akan dilaksanakan adalah wilayah Kota

Prabumulih.
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5. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi pada penelitian ini adalah Kepolisian Resort Kota
Prabumulih, Anggota Kepolisian di Resor Kota Prabumulih dan
tersangka pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kota
Prabumulih.
b. Sampel
Sampel adalah suatu kumpulan bagian atau sebagian dari populasi.®
Pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik
Purposive Sampling/Jugdemental Sampling. Sampel ini dipilih
didasarkan pada keputusan atau pertimbangan subjektif dari
penelitian, karena itu dalam hal ini peneliti memilih sendiri responden
yang dipandang dapat mewakili populasi.®®
Pada penelitian ini diambil narasumber sebanyak 3 orang:
a. Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatresnarkoba) Polres
Prabumulih;
b. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Prabumulih.

c. Tersangka Tindak Pidana Narkotika Polres Prabumulih

34 Bambang Sunggono, Op.Cit, him. 39
35 Burhan Asshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, 2007, Rineka Cipta, Jakarta, him. 91
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6. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data merupakan komponen yang sangat penting dalam
metode ilmiah, dengan pengolahan data, data yang telah dikumpulkan
dapat diberi arti dan makna yang berarti untuk memecahkan permasalahan
dalam penelitian. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil dari

pengumpulan data di lapangan, kemudian siap dipakai dan dianalisis.®

7. Analisis Data

Analisis data merupakan metode atau cara untuk mengolah sebuah
data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami
dengan mudah serta bermanfaat untuk menemukan solusi dari
pemasalahan pada sebuah penelitian. Analisis data juga dapat diartikan
sebagai upaya untuk merubah data hasil dari penelitian menjadi informasi
yang dapat digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan.

Analisis data sebagai langkah selanjutnya dari proses pengolahan
data dan merupakan pekerjaan seorang peneliti yang memerlukan
ketelitian dan penuangan daya pikir secara optimal. Tahap analisis data
kemampuan metodelogi peneliti diuji. Dengan membaca data yang telah
dikumpulkan dan melalui proses pengolahan data, peneliti dapat
menentukan analisis bagaimanan yang akan diterapkan. Analisis data pada

penelitian skripsi ini menggunakan metode data kualitatif yaitu metode

36 Suratman, H. Philips Dillah, 2015, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, him 141
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observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus group, dan

metode serupa.®’

Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang
disusun dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang dimaksud merupakan
jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan di dalam penelitian yang
dikemukakan secara singkat dan padat mengenai kebenaran dari penelitian
tersebut.

Penelitian dalam skripsi ini menarik kesimpulan secara induktif.
Dimana penarikan kesimpulan didasarkan melalui penjabaran fakta-fakta

dan diakhiri pada penarikan kesimpulan yang bersifat umum.*

37 Ibid, him. 144
3% Beni Ahmad Saebani, 2009, Metode Penelitian Hukum, Pustaka Setia, Bandung, him.93
39 Burhan Asshofa, Op.Cit, him 95
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